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BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Bappeda dalam

perencanaan pembangunan di kabupaten Bantul, maka penulis dapat

menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di

Kabupaten Bantul.

Peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan dimulai dari

tingkat kecamatan lalu meluas sampai di Kabupaten dan juga Bappeda

tidak hanya mengambil keputusan sendiri atau individualis melainkan

Bappeda juga meminta pendapat ataupun masukan dari masyarakat

sekitar demi kelancaran dan kesuksesan rencana pembangunan daerah.

2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Perencanaan

Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul.

a. Faktor yang mendukung :

1) Regulasi yang menjelaskan bahwa Bappeda mempunyai fungsi

dan tujuan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten

Bantul

2) Kebijakan pimpinan Daerah, dalam hal ini yaitu Bupati Bantul

3) Respon RKPD

4) Dukungan dari DPRD

5) Dukungan dari masyarakat
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b. Faktor yang menghambat :

1) Regulasi, aturan dari pemerintah pusat yang sering berganti

atau belum adanya petunjuk pelaksaannya. Sehingga

mengakibatkan Bappeda Bantul masih berbedoman

terhadap Undang-undang yang lama.

2) Aturan yang sering berganti

3) Koordinasi yang kurang antara sesama pihak

4) Seringnya SKPD bertindak sektoral

B. SARAN

Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan

pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif,

kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan

tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan Rancangan

Akhir Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah. Hasil penelitian yang dilakukan di Bappeda Kabupaten Bantul

yang masih dalam masa transisi akibat perubahan Peraturan Perundang-

undangan diharapkan Bappeda tetap mampu menjalankan tugas dan

fungsinya sesuai peraturan yang berlaku, dan harapannya agar peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bisa

secepatnya di revisi kembali sehingga dapat menjadi peraturan perundang-

undangan yang berguna bagi perkembangan sektor daerah di Kabupaten

Bantul.


